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KATA PENGANTAR PENULIS 
 

ertama puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki, ilmu, karunia dan 

kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

buku ini. Kedua Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda 

Rasulullah Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, beserta para sahabat, 

kerabat dan keluarga beliau yang telah memperjuangkan Islam dari zaman 

jahilliyah menuju zaman yang terang dan berkemajuan. 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kekayaan alamnya. 

Namun di tengah anugerah Tuhan tersebut, tidak sedikit yang justru 

menyalahgunakannya melalui praktek-praktek yang illegal. Emas adalah 

sumber daya alam yang paling berharga yang dimiliki Indonesia. Di 

Indonesia sendiri, Terdapat dua jenis sumber daya alam, yang pertama 

adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang kedua adalah 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Emas merupakan salah 

satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan sayangnya, 

masih banyak dari oknum-oknum yang menambangnya dengan cara yang 

ilegal. 

Dalam dekade terakhir, pertambangan emas ilegal telah menjadi 

perhatian serius di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. 

Kegiatan ilegal ini tidak hanya mengancam lingkungan, melainkan juga 

menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara serta memicu 

pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial. Oleh karena itu, 

penegakan hukum yang efektif menjadi sangat penting guna memitigasi 

dan memberantas praktek pertambangan emas ilegal. 

Melalui buku ini, penulis bermaksud untuk memberikan panduan yang 

jelas dan terperinci tentang pertambangan, emas secara khusus, hingga 

aspek hukum yang terkait dengan penegakan hukum pertambangan emas 
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ilegal. Buku ini dirancang untuk menjadi sumber daya yang berharga bagi 

para pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, pengacara, 

pegawai pemerintah, akademisi, serta para mahasiswa yang tertarik 

dengan isu-isu hukum pertambangan. 

Buku ini mencakup berbagai topik penting, mulai dari hukum dan 

penegakannya temuan kasus-kasus dari studi kasus nyata yang 

menggambarkan tantangan dan solusi dalam penegakan hukum 

pertambangan emas ilegal. 

Penulis berharap buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang kompleksitas isu ini, tetapi juga mendorong pembaca 

untuk berperan aktif dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan 

efektif. Dengan bekerjasama dan membangun pemahaman yang lebih baik, 

kita dapat menghadapi tantangan pertambangan emas ilegal dengan lebih 

baik, demi melindungi kepentingan bersama dan menjaga keberlanjutan 

lingkungan hidup kita. 

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Kami berharap buku ini 

menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi Anda 

semua. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya 

penegakan hukum dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang 

berharga ini.  

 

Yogyakarta, 3 juli 2023 
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